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	Abstrak
Keragaman budaya di Indonesia mempengaruhi sengketa waris dan aspek kehidupan lainnya. Hukum daerah dan hukum negara menghambat penyelesaian masalah warisan. Penelitian ini menganalisis undang-undang, peraturan, studi kasus, dan tinjauan literatur dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah catatan hukum, pendapat yudisial, dan publikasi ilmiah. Hukum penyelesaian sengketa warisan di tingkat nasional dan lokal dibandingkan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum adat mengalahkan hukum negara dalam sengketa warisan di beberapa daerah di Indonesia. Hukum adat seringkali lebih adil dan lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ketika hukum adat bertentangan dengan hukum negara, maka muncullah masalah. Di banyak daerah di Indonesia, sengketa warisan diselesaikan melalui negosiasi keluarga yang diawasi oleh para tetua adat, yang diterima oleh masyarakat setempat meskipun bertentangan dengan hukum negara. Hukum adat dan hukum negara dalam sengketa warisan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil peradilan dan mengurangi sengketa yang berkepanjangan. Putusan pengadilan harus menyeimbangkan keadilan global dengan nilai-nilai lokal. Sistem hukum nasional harus lebih peka terhadap budaya karena budaya lokal sangat mempengaruhi sengketa waris di Indonesia, menurut penelitian ini.
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	Abstract
Cultural diversity in Indonesia affects inheritance disputes and other aspects of life. Regional and state laws prevent many inheritance issues from being addressed. This study analyses laws, regulations, case studies, and literature reviews using normative juridical approaches. Legal records, judicial opinions, and scientific publications provided data. State and local inheritance dispute settlement laws were compared. This study reveals that customary law trumps state law in inheritance disputes in several Indonesian areas. Traditional laws are often fairer and more compatible with local values. When customary law conflicts with state justice, problems arise. In many Indonesian regions, inheritance disputes are addressed through family negotiations monitored by traditional elders, which are accepted by the local community even if they contravene state law. Customary and state law in inheritance disputes may promote community acceptance of judicial outcomes and reduce long-running disputes. Court rulings must balance global justice with local values. The national legal system should be more culturally sensitive because local culture greatly influences inheritance disputes in Indonesia, according to this study.
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PENDAHULUAN
Indonesia menghargai penyelesaian sengketa waris. Indonesia memiliki proses penyelesaian sengketa waris yang beragam, yang mencerminkan keragaman budayanya. Memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi sengketa waris sangat penting. Masalah warisan yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan konflik keluarga dan masyarakat (Permatasari et al., 2023). Investigasi terhadap faktor-faktor budaya yang mempengaruhi sengketa waris sangat penting. Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan, atau undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku Kedua, Pasal 830-1130 mengatur tentang warisan. Norma-norma sosial menentukan distribusi warisan, sementara hukum adat mengatur masyarakat.
Budaya lokal mempengaruhi hukum waris (Zulvyanita & Handoko, 2023). Banyak daerah yang masih membagi warisan berdasarkan adat. Secara tradisional, masyarakat matrilineal Minangkabau memberikan lebih banyak warisan kepada perempuan (Ariani, 2015). Hal ini umumnya bertentangan dengan hukum nasional yang patriarkis. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum dalam sengketa waris di Indonesia, yang menuntut pendekatan yang peka terhadap budaya. Hukum adat dan agama mempengaruhi konflik warisan. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 meresmikan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur warisan Islam. Dalam KHI, warisan Islam dipisahkan secara berbeda dari hukum adat dan hukum perdata nasional (Basri, 2020). Dalam konflik warisan, standar agama lokal, hukum adat, dan hukum nasional harus dipertimbangkan.
Dalam sengketa warisan, memadukan hukum adat dan hukum negara. Pengadilan harus menghormati nilai-nilai lokal agar semua pihak dapat menerima putusan. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Keadilan sosial dan kerukunan dalam sengketa waris dapat dihasilkan dari pasal ini. Menggabungkan hukum adat dan hukum negara merupakan hal yang problematis. Pertanyaan-pertanyaan hukum dan kesalahpahaman muncul dari perbedaan utama kedua sistem hukum tersebut. Akademisi, pengacara, dan legislator harus berkolaborasi dalam membuat kebijakan yang inklusif. Penelitian yang besar dan data yang dapat dipercaya harus digunakan untuk menjamin kebijakan-kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan Indonesia.
Perdebatan mengenai warisan keluarga lansia sering kali berhasil dan diterima oleh masyarakat. Perdebatan ini menunjukkan kuatnya nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di banyak daerah. Masyarakat menghargai otoritas moral dan sosial para pemimpin adat, sehingga pilihan mereka dapat diterima. Para pemimpin adat harus diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum nasional untuk menyelaraskan hukum adat dan hukum negara (Sudantra, 2018). Penyelesaian sengketa waris yang lebih fleksibel dan responsif terhadap budaya dapat mengurangi sengketa yang berlarut-larut dan mendorong penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan keberlanjutan hukum adat dalam praktik sehari-hari dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional untuk keadilan yang lebih baik.
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia," yang mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum. Pasal 5 UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hukum adat dalam pengelolaan tanah.
Setiap daerah menggunakan hukum adat yang berbeda dalam masalah warisan. Masyarakat Minangkabau yang matrilineal mewariskan warisan melalui ibu. Hal ini berbeda dengan masyarakat Batak yang patrilineal yang mewariskan melalui ayah. Hal ini menyebabkan masalah warisan, terutama ketika hukum adat bertentangan dengan hukum negara. Masalah warisan kelompok mencerminkan budaya lokal. Banyak suku tradisional masih menangani masalah warisan melalui percakapan keluarga. Kepala suku yang dihormati memimpin sesi ini. Perdebatan ini lebih populer daripada putusan pengadilan karena adil dan mengikuti adat istiadat setempat.
Namun, sistem hukum alternatif ini memiliki kelemahan. Hukum adat dan hukum nasional dapat bertentangan, sehingga menimbulkan masalah hukum. Karena masyarakat adat mungkin tidak menghormati keputusan pengadilan nasional, konflik warisan tidak dapat diselesaikan. Mengintegrasikan aturan adat dan nasional akan memastikan kejelasan hukum dan keadilan bagi semua (Pradhani, 2021). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II tentang Harta Benda Pasal 830-1130 mengatur hukum waris nasional. Hukum waris nasional ini mengabaikan adat istiadat setempat. Kelompok-kelompok masyarakat adat percaya bahwa hukum adat mereka lebih adil daripada undang-undang nasional ini. KHI dan KUHPerdata mengatur norma-norma warisan Islam dan Barat. Pasal 830 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian, dan Pasal 832, yang mengatur urutan ahli waris, terkadang bertentangan dengan praktik-praktik etnis di Indonesia. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 menetapkan KHI, yang membagi warisan Islam secara berbeda dari hukum konvensional.
Hukum negara dan hukum adat memiliki asal-usul dan prinsip yang berbeda. Hukum negara bersifat tertulis dan dikontrol secara global, tetapi adat istiadat setempat bersifat turun-temurun. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5/1960 (UUPA) mengatur tentang tanah dan hak-hak adat, tetapi tidak mengatur tentang warisan. Hukum adat dan hukum negara bisa jadi bertentangan dalam hal keadilan. Hukum negara lebih adil dan mencerminkan keadilan dan kesetaraan Pasal 27 UUD 1945. Hukum adat menghargai peran komunitas dan individu. Tradisi menekankan wacana dan konsensus untuk mendapatkan kesepakatan. Hukum negara dan hukum adat sering kali bertabrakan dalam sengketa warisan antara pihak-pihak yang memiliki pandangan hukum yang berbeda. Satu ahli waris mungkin memilih pengadilan negara, sementara yang lain memilih lembaga adat. Masalah hukumnya rumit dan membutuhkan kepekaan terhadap kedua sistem tersebut.
Menciptakan mekanisme peradilan adat dalam hukum nasional dapat menyelesaikan masalah ini. Beberapa kabupaten di Indonesia memiliki organisasi adat yang sah untuk menyelesaikan masalah warisan. Pengadilan Adat di Papua mengizinkan suku-suku asli untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan hukum adat dan diakui oleh hukum negara melalui Peraturan Daerah Khusus (Deda & Mofu, 2014). Hukum negara dan hukum adat dapat meningkatkan keadilan waris dan penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil hukum. Keadilan sosial dan keragaman budaya dipromosikan oleh strategi ini. Pengadilan harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal sambil menjaga keadilan global. Dengan demikian, sengketa warisan dapat diselesaikan secara adil dan efektif, meningkatkan kohesi sosial dan nasional.
Penelitian ini mengkaji bagaimana budaya lokal mempengaruhi sengketa waris di Indonesia. Beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Menilai Dampak Budaya Lokal terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan; Membandingkan Hukum Negara dan Hukum Adat; Menemukan Solusi Integratif.

METODE PENELITIAN
Studi yuridis normatif ini meneliti bagaimana undang-undang dan keilmuan Indonesia mempengaruhi sengketa waris. Pendekatan yuridis normatif ini membantu para sarjana untuk menilai kebaikan sosial dan hukum adat. Konflik warisan hukum adat juga diidentifikasi dengan metode ini. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teks-teks hukum utama meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan lain-lain. Penelitian ilmiah, publikasi, dan pandangan para ahli merupakan dokumen hukum sekunder. Catatan-catatan hukum, publikasi ilmiah, dan buku-buku yang relevan ditemukan melalui penelusuran kepustakaan. Percakapan dengan pengacara yang menangani penyelesaian sengketa waris memberikan konteks. Studi sumber hukum teknis mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum adat setempat. Hal ini memengaruhi kesesuaian antara hukum negara dan hukum adat dan masalah warisan. Melihat bagaimana hukum adat dan hukum negara berbeda dan tumpang tindih. Wawancara ahli hukum dianalisis untuk integrasi platform. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini harus menghasilkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penyelesaian sengketa waris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia, Khususnya dalam Hal Perbedaan Praktik Antara Hukum adat dan Hukum Negara
Nilai-nilai budaya lokal mempengaruhi sikap dan perilaku penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Di banyak daerah, konvensi dan tradisi lokal menentukan hak dan pembagian warisan. Sistem matrilineal garis keturunan ibu dalam masyarakat Minangkabau menjadikan perempuan sebagai ahli waris utama. Hal ini mempengaruhi hak waris Minangkabau dan menekankan peran perempuan dalam rumah tangga (Siadio & Yenti, 2023). UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak-hak adat dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, namun UUPA tidak membahas pembagian warisan secara adat. Pasal 3 UUPA mensyaratkan pertimbangan kepentingan nasional dan negara ketika menerapkan hak-hak adat dan hak-hak terkait kepada masyarakat adat. Masyarakat adat biasanya berjuang untuk mendamaikan hukum adat dan hukum negara, terutama dalam hal warisan tanah (Thontowi, 2013).
Masyarakat patrilineal Batak memberikan warisan terbesar kepada laki-laki. Budaya yang menekankan garis keturunan ayah memengaruhi warisan. Masyarakat Batak mengharuskan anak laki-laki untuk menjunjung tinggi nama keluarga dan warisan (Aisyah & Alexia, 2022). Konflik dapat muncul ketika seorang perempuan mengklaim warisan tanpa hukum adat Batak. Hukum adat dan hukum negara dapat berbenturan dalam masalah warisan. Norma-norma adat sering kali bertentangan dengan hukum negara, terutama Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur urutan ahli waris tanpa memandang jenis kelamin. Masyarakat dengan adat istiadat yang kuat mungkin merasa KUHPerdata tidak sesuai dengan cita-cita mereka.
Masyarakat mungkin lebih memilih penyelesaian sengketa waris secara adat dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan negara di lokasi tertentu. Lembaga adat membantu memahami konteks budaya dan nilai-nilai lokal untuk membuat keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Keputusan lembaga adat ini belum tentu diakui oleh hukum negara, yang dapat menghambat pelaksanaannya.
Agama juga mempengaruhi sengketa waris. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mengatur pembagian warisan bagi umat Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Umat Islam yang taat mengikuti KHI bahkan ketika hal tersebut melanggar peraturan daerah atau negara (Rauf, 2013). Hal ini memperumit masalah warisan di Indonesia. Banyak budaya tradisional Indonesia yang mengedepankan persatuan dan mawas diri, yang mempengaruhi sengketa waris. Kompromi biasanya dicapai melalui pertemuan keluarga pemuka agama. Meskipun melanggar aturan negara, cita-cita ini mengatur kehidupan sehari-hari dan penyelesaian konflik secara damai. Dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia, para pemimpin adat dan struktur masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan warisan. Para pemimpin adat dianggap sebagai penjaga budaya lokal dan memiliki kekuatan moral untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan hukum adat. Keputusan adat disahkan oleh kehadiran mereka. Anggota masyarakat sering kali lebih menerima keputusan para pemimpin adat daripada putusan pengadilan negara.
Sistem sosial dalam budaya adat juga memengaruhi keputusan pewarisan. Budaya adat memiliki hirarki sosial yang berbeda, dengan tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh adat ini biasanya adalah kepala suku, tokoh adat, atau orang yang mengetahui sejarah dan adat istiadat masyarakat. Mereka memediasi sengketa warisan dengan menggunakan tradisi lokal untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 (UUPA) memberikan hak atas tanah adat dan tanah ulayat. Pasal 3 UUPA mensyaratkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang berkaitan dengannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UUPA mengakui hak-hak adat, namun menerapkan dan mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara merupakan suatu tantangan, terutama untuk konflik warisan.
Otoritas tradisional memandu keluarga-keluarga adat dalam pengambilan keputusan mengenai warisan. Diskusi-diskusi ini mencoba membangun kompromi yang menghormati adat istiadat setempat dan mendorong kohesi komunitas. Proses pengadilan negara lebih resmi dan terstruktur. Pembicaraan tradisional berfokus pada sejarah keluarga, koneksi, dan nilai-nilai budaya. Keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan adat istiadat dari musyawarah ini sering kali lebih disetujui oleh semua pihak (Damayanti et al., 2020).
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi konstitusional ini memungkinkan hukum adat dalam sengketa waris dan bidang kehidupan lainnya. Penerimaan ini menuntut keseimbangan antara norma-norma regional dengan keadilan global. Kepala adat dapat menyelesaikan sengketa warisan. Para pemimpin adat yang dihormati memimpin pembicaraan dan mewakili cita-cita masyarakat. Proses sosial yang mendukung para pemimpin adat menangani konflik warisan. Para pemimpin adat dapat menyelesaikan perselisihan dan menjaga ketertiban. Masalah hukum tetap ada meskipun kepala adat dan organisasi komunal memiliki peran penting dalam sengketa warisan. Masalah besar muncul ketika keputusan adat bertentangan dengan hukum negara. Keputusan adat yang tidak sah dapat membingungkan para pihak. Oleh karena itu, aturan-aturan adat harus diintegrasikan ke dalam hukum negara tanpa mengorbankan keadilan.
Menerapkan hukum adat dan hukum negara memang sulit, terutama ketika keduanya saling bertentangan. Di Bali, di mana masyarakat Hindu Bali bersifat patrilineal, sengketa warisan biasanya muncul ketika perempuan yang tidak berhak atas warisan berdasarkan hukum adat memperdebatkan hak waris mereka berdasarkan hukum nasional yang lebih egaliter. Dalam situasi seperti itu, pengadilan harus melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 852 yang mengatur hak waris anak tanpa memandang jenis kelamin, untuk memutuskan secara adil. Dalam konflik suksesi di Papua Nugini, di mana suku-suku memiliki hukum adat yang beragam, hukum adat sulit diterapkan. Suku Asmat membutuhkan para pemimpin adat untuk mendiskusikan pembagian warisan. Masyarakat adat memiliki hak waris dan hak pengelolaan lahan di bawah UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Konflik antara aturan adat dan klaim hukum formal negara menyebabkan proses penyelesaian yang panjang dan rumit.
Di Nias, Sumatera Utara, hukum adat telah mencapai beberapa keberhasilan tetapi masih menghadapi tantangan. Masyarakat patrilineal Nias telah menetapkan norma-norma pewarisan (Laia & Duha, 2022). Namun, ketika ahli waris tidak setuju dengan keputusan adat dan pergi ke pengadilan negeri, masalah muncul. Hakim harus mempertimbangkan Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, yang mengakui dan menegakkan hukum adat dengan tetap menjunjung tinggi hukum nasional.
Konflik yang Muncul Akibat Perbedaan Antara Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Berbagai Daerah di Indonesia
Karena hukum adat dan hukum negara tidak sejalan, beberapa kesulitan muncul di Indonesia. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem hukum adat matrilineal. Wanita mewarisi lebih banyak di bawah sistem ini. Hal ini berbeda dengan hukum negara, yang biasanya tidak membedakan jenis kelamin saat membagi warisan. Perbedaan ini sering kali menyebabkan para ahli waris yang berbasis teori hukum berdebat. Masyarakat patrilineal Batak memberikan warisan kepada laki-laki. Hal ini bertentangan dengan hukum negara yang egaliter. Ahli waris yang marah sering kali menuntut warisan, di mana hakim memutuskan berdasarkan hukum negara. Penduduk setempat, yang menghargai hukum adat, sering kali membatalkan keputusan pengadilan.
Di Jawa, hukum waris KHI dan hukum adat setempat dapat bertentangan. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 mewajibkan KHI untuk membagi warisan Islam. Hukum waris adat Jawa mungkin berbeda dengan KHI. Perbedaan ini menyebabkan konflik yang membutuhkan penyelesaian yang sensitif terhadap sistem hukum. Beberapa lembaga adat menyelesaikan sengketa waris. Terkadang pengadilan negeri mengakui dan bekerja sama dengan lembaga adat. Dalam kasus-kasus lain, lembaga adat dan pengadilan mungkin tidak setuju, sehingga menimbulkan kontroversi. Keterlibatan substansial lembaga adat ini menekankan pentingnya memahami dan menghormati hukum adat dalam sengketa waris. Pertimbangan sosial dan ekonomi juga memengaruhi sengketa waris antara hukum adat dan hukum negara (Stella, 2023). Seberapa besar ahli waris mempengaruhi pilihan hukum tergantung pada kedudukan sosial dan ekonomi mereka. Ahli waris kelas atas mungkin lebih memilih pengadilan negara, sementara yang lain lebih memilih musyawarah adat.
Memahami dan menyelesaikan konflik hukum negara dan hukum adat dalam sengketa waris sangat penting untuk meningkatkan keadilan di Indonesia. Hukum adat setempat sering kali bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hukum waris nasional. Ketidakpuasan dan konflik dapat terjadi akibat sengketa yang tidak terselesaikan. Memahami dan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut sangat penting untuk menyelesaikan sengketa waris yang adil. Salah satu undang-undang yang terkait adalah UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan hak atas tanah kepada masyarakat adat. Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang warisan menurut adat, sehingga hukum adat dan hukum negara terkadang berbeda. Pasal 3 UUPA mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat, jika masih ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kepentingan nasional.
Hukum adat dan hukum negara sering kali bertentangan dalam konflik warisan karena sistem hukum mereka. Hukum adat menekankan pada keharmonisan sosial, sementara hukum negara mengikuti prinsip-prinsip keadilan universal seperti Pasal 27 UUD 1945, yang menjamin kesetaraan hukum. Karena konsep-konsep ini, sengketa warisan dapat menimbulkan stres. Untuk mengidentifikasi masalah dan menciptakan solusi yang cocok untuk semua orang, seseorang harus memahami hukum negara dan hukum adat. Studi kasus di tingkat regional menunjukkan bahwa pendekatan yang sensitif terhadap budaya dapat mengurangi konflik dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan. Sistem matrilineal Minangkabau sering kali bertentangan dengan cita-cita egaliter hukum waris negara.
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikendalikan oleh Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, menetapkan prinsip-prinsip waris dalam hukum Islam. Pasal 176 KHI mengatur pewarisan berdasarkan garis keturunan, yang mungkin bertentangan dengan tradisi lokal. Kontradiksi ini membutuhkan wawasan yang mendalam dan upaya yang bijaksana untuk mendamaikan norma-norma agama dan adat. Pemeriksaan kasus-kasus pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan berjuang untuk menyeimbangkan hukum negara dan hukum adat. Beberapa pengadilan telah memutuskan berdasarkan hukum negara tetapi mempertimbangkan nilai-nilai adat untuk mendorong kohesi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan kesadaran budaya dapat meningkatkan penyelesaian sengketa waris.
Lembaga-lembaga adat yang dihormati menunjukkan perlunya mengakui dan menyelesaikan tantangan hukum adat. Untuk masalah warisan, penduduk setempat lebih memilih lembaga adat daripada pengadilan negara. Mengakui dan memperkuat lembaga-lembaga adat dalam hukum nasional dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Memahami hukum adat dan hukum negara serta menggabungkan keduanya untuk menangani sengketa warisan di Indonesia secara lebih adil (Fadholi & Sari, 2022). Menghormati dan memahami budaya lokal dapat mengurangi konflik dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil hukum, sehingga membuat sistem hukum lebih inklusif dan peka secara budaya. Menyelesaikan masalah warisan di Indonesia membutuhkan kepekaan budaya. Budaya Indonesia yang kaya memahami hukum adat dan hukum negara. Oleh karena itu, masalah-masalah dapat ditangani dengan menghormati kedua sistem hukum tersebut, sehingga meningkatkan keadilan sosial.
Upaya Integrasi Antara Hukum Adat dan Hukum Negara dapat Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia
Dalam budaya Indonesia yang unik, konflik warisan harus diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dan hukum negara untuk menjaga ketertiban. Masyarakat setempat lebih menghormati hukum adat daripada hukum negara (Fakhrurozi & Syahrudin, 2022). Peraturan negara yang diatur secara hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membantu menyeragamkan hukum di Indonesia. Pasal 830 KUHPerdata membatasi pewarisan pada kematian, sementara Pasal 832 mengatur pewarisan. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 menetapkan KHI untuk memandu umat Islam dalam hal warisan berbasis syariah. Menerapkan dua sistem hukum secara bersamaan menimbulkan masalah dalam masyarakat yang beragam.
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 (UUPA) memberikan hak ulayat dan hak leluhur atas tanah kepada masyarakat adat. Pasal 3 UUPA mensyaratkan penerapan hak ulayat dan hak-hak terkait dari masyarakat yang diatur oleh hukum adat, sepanjang masih ada, untuk menjunjung tinggi kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengakuan ini menggambarkan bahwa hukum adat dihormati di dalam hukum nasional, terlepas dari tantangannya.
Perbedaan filosofis membuat hukum adat dan hukum negara sulit untuk diterapkan. Hukum negara mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kejelasan hukum, sementara hukum adat melestarikan tradisi lokal. Hukum adat yang bertentangan dengan tujuan-tujuan ini dapat menyebabkan keresahan masyarakat. Untuk mengintegrasikan secara hukum menuntut kepekaan dan pemenuhan. Pengadilan harus memahami budaya adat dan penyelesaian sengketa. Metode integrasi ini memecahkan masalah warisan dalam organisasi adat di Indonesia. Pengadilan adat diakui oleh Peraturan Daerah Khusus Papua. Hakim harus menghormati nilai-nilai lokal. Pengadilan negeri dapat menggunakan hukum adat untuk fleksibilitas. Hal ini mengurangi perselisihan dan meningkatkan penerimaan aturan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2012 tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan mendorong mediasi inklusif oleh ahli budaya lokal.
Reformasi mendorong konvergensi antara hukum negara dan hukum adat. Pemerintah dan politisi menyelaraskan kedua sistem hukum ini untuk masyarakat. Proposal penelitian ini mendorong perubahan hukum nasional dengan menekankan keragaman budaya. Integrasi hukum adat dan hukum negara dalam konflik warisan merupakan masalah di Indonesia (Sukmawati, 2022). Prinsip-prinsip yang berbeda dari kedua sistem hukum tersebut menjadi masalah. KHI dan KUH Perdata mencatat hukum negara. Hukum adat mempertimbangkan pangkat dan kontribusi sosial. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik warisan. Bagaimana individu memandang hukum adat dan hukum negara adalah masalah lain. Banyak budaya menghargai tradisi. Hal ini sering kali bertentangan dengan hukum negara. Orang-orang yang menganggap hukum negara tidak menghormati nilai-nilai lokal mungkin menganggap keputusan pengadilan negara tidak adil atau berlebihan. Struktur matrilineal yang kuat di Minangkabau menyebabkan konflik warisan bertentangan dengan persyaratan pembagian warisan dalam KUH Perdata.
Birokrasi menghambat integrasi hukum adat dan hukum negara. Masalah administratif yang rumit dapat menghambat sengketa warisan. Hakim yang tidak terbiasa dengan adat dan hukum setempat dapat memperburuk masalah. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 (UUPA) terkadang gagal menerapkan hak-hak atas tanah adat. Koordinasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah sulit dilakukan. Kebijakan pemerintah pusat sering berbenturan dengan adat istiadat setempat. Perundang-undangan lokal Papua yang mengakui Pengadilan Adat sering kali bertentangan dengan perintah pengadilan negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan hukum ini menghambat warisan bersama. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai integrasi hukum adat dan hukum negara adalah masalah lain.
Banyak orang dan perusahaan mengabaikan manfaat manajemen masa perang yang terintegrasi. Kurangnya pengetahuan telah menurunkan pendapatan dan integrasi hukum, yang menghasilkan solusi yang tidak memuaskan. Hukum adat yang penting jarang sekali muncul di pengadilan nasional. Dokumentasi teknis berdampak pada integrasi. Pengadilan tidak dapat menggunakan ucapan yang tidak terdokumentasi. Hukum adat sulit dibuktikan tanpa dokumentasi. Warisan adat sulit dilakukan. Adat dan negeri menafsirkan hukum secara berbeda, masalah lain. Musyawarah mufakat menyelesaikan sengketa, tidak seperti pengadilan negeri. Reaksi yang berbeda terhadap masalah yang sama sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan. 

SIMPULAN
Studi ini meneliti bagaimana budaya lokal mempengaruhi sengketa warisan di Indonesia dan tantangan utama dalam menggabungkan hukum adat dan hukum negara. Studi ini menemukan bahwa moral, sikap masyarakat, dan hambatan institusional membatasi penyelesaian sengketa waris. Integrasi hukum adat dan hukum negara dapat meningkatkan keadilan dan efisiensi penyelesaian sengketa waris.
Karena perbedaan yang melekat, hukum waris adat dan hukum waris negara terkadang bertentangan. Hukum adat bersifat lisan dan fleksibel, sehingga masyarakat setempat lebih menghormatinya daripada hukum negara. Tampaknya lebih fleksibel dan inklusif untuk menyelaraskan kedua sistem hukum tersebut. Memasukkan tradisi lokal ke dalam hukum negara dapat meningkatkan pengakuan hukum.
Pandangan masyarakat tentang hukum adat dan hukum negara mempengaruhi integrasi hukum. Masyarakat adat mungkin merasa bahwa hukum negara tidak menghormati budaya mereka. Pendidikan dan sosialisasi masyarakat diperlukan untuk merangkul harmonisasi hukum adat dan hukum negara. Untuk menyelesaikan sengketa menggunakan hukum adat, pengacara membutuhkan pelatihan. Masalah birokrasi dan kesenjangan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah harus diselesaikan. Proses administrasi yang rumit menunda sengketa warisan. Penyesuaian birokrasi yang mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian sengketa diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Untuk menegakkan hukum adat secara nasional, pemerintah pusat dan daerah harus menyelaraskan peraturan.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana budaya lokal mempengaruhi sengketa waris dan bagaimana memadukan hukum adat dan hukum negara. Integrasi ini seharusnya dapat meningkatkan penyelesaian sengketa warisan, keharmonisan sosial, dan kohesi nasional. Penelitian ini menyiratkan bahwa sistem hukum nasional harus menghormati tradisi lokal dan menyelesaikan konflik hukum secara lebih fleksibel dan inklusif. Penelitian ini menjadi dasar bagi studi hukum waris dan integrasi hukum. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memacu reformasi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat lokal dan memperbaiki sistem penyelesaian sengketa waris di Indonesia.
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Abstrak


 


Keragaman budaya di Indonesia mempengaruhi sengketa waris dan aspek kehidupan lainnya. Hukum 


daerah dan hukum negara menghambat penyelesaian masalah warisan. Penelitian ini menganalisis 


undang


-


undang, 


peraturan, studi kasus, dan tinjauan literatur dengan menggunakan pendekatan 


yuridis normatif. Data yang digunakan adalah catatan hukum, pendapat yudisial, dan publikasi ilmiah. 


Hukum penyelesaian sengketa warisan di tingkat nasional dan lokal dibandingkan


. Penelitian ini 


mengungkapkan bahwa hukum adat mengalahkan hukum negara dalam sengketa warisan di beberapa 


daerah di Indonesia. Hukum adat seringkali lebih adil dan lebih sesuai dengan nilai


-


nilai lokal. Ketika 


hukum adat bertentangan dengan hukum negara,


 


maka muncullah masalah. Di banyak daerah di 


Indonesia, sengketa warisan diselesaikan melalui negosiasi keluarga yang diawasi oleh para tetua adat, 


yang diterima oleh masyarakat setempat meskipun bertentangan dengan hukum negara. Hukum adat 


dan hukum negar


a dalam sengketa warisan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil 


peradilan dan mengurangi sengketa yang berkepanjangan. Putusan pengadilan harus 


menyeimbangkan keadilan global dengan nilai


-


nilai lokal. Sistem hukum nasional harus lebih peka


 


terhadap budaya karena budaya lokal sangat mempengaruhi sengketa waris di Indonesia, menurut 


penelitian ini


.


 


Kata


 


Kunci:


 


Hukum Adat


,


 


Penyelesaian Sengketa


,


 


Waris


 


 


 


 


 


 


 




Copyright @  Andhika Laksamana Putra, Verania Hedi Permata Herman, Abdul Somad, Rizki Kusuma,  Vivi  Syafitri Yeni   INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research   Volume   4   Nomor   3   Tahun   202 4   Page   7444 - 7457   E - ISSN   2807 - 4238   and   P - ISSN   2807 - 4246   Website:   https:// j - innovative.org/index.php/Innovative     Pengaruh Budaya Lokal Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris  d i Indonesia     Andhika Laksamana Putra 1 ? ,  Verania Hedi Permata Herman 2 ,  Abdul Somad 3 ,  Rizki Kusuma 4 ,  Vivi Syafitri Yeni 5   Universitas Borobudur   Email :  andhikawielands@gmail.com 1 ?    

Abstrak   Keragaman budaya di Indonesia mempengaruhi sengketa waris dan aspek kehidupan lainnya. Hukum  daerah dan hukum negara menghambat penyelesaian masalah warisan. Penelitian ini menganalisis  undang - undang,  peraturan, studi kasus, dan tinjauan literatur dengan menggunakan pendekatan  yuridis normatif. Data yang digunakan adalah catatan hukum, pendapat yudisial, dan publikasi ilmiah.  Hukum penyelesaian sengketa warisan di tingkat nasional dan lokal dibandingkan . Penelitian ini  mengungkapkan bahwa hukum adat mengalahkan hukum negara dalam sengketa warisan di beberapa  daerah di Indonesia. Hukum adat seringkali lebih adil dan lebih sesuai dengan nilai - nilai lokal. Ketika  hukum adat bertentangan dengan hukum negara,   maka muncullah masalah. Di banyak daerah di  Indonesia, sengketa warisan diselesaikan melalui negosiasi keluarga yang diawasi oleh para tetua adat,  yang diterima oleh masyarakat setempat meskipun bertentangan dengan hukum negara. Hukum adat  dan hukum negar a dalam sengketa warisan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil  peradilan dan mengurangi sengketa yang berkepanjangan. Putusan pengadilan harus  menyeimbangkan keadilan global dengan nilai - nilai lokal. Sistem hukum nasional harus lebih peka   terhadap budaya karena budaya lokal sangat mempengaruhi sengketa waris di Indonesia, menurut  penelitian ini .   Kata   Kunci:   Hukum Adat ,   Penyelesaian Sengketa ,   Waris  

           

